
PEMERINTAH K.ABUPATE:N BOJONEGORO 
SafUldn 

PERATURAII BUPATI BOJOIOOORO 
1'0110R 33 TABUB 2012 

TEIITAIIG 

PEDOIIA1' TEK!fl8 PEl'IATAUSABAAN KEUAIIGAII DAER.AB 
DI LDIGKUIIGAII PEJIERIJffAB KABUPATBII BO.JOIIBGORO 

DBIIGAII RAHIIAT TUllAlf YAIIG IIABA BSA 

BUPATI BOJOIIEGORO, 

Menimbang: bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan SeJanja 
Oaerah Kabupaten Bojonegoro dapat berdaya guna dan 
berhasil guna sccara optimal, mal<a perlu ditetapkan Pedoman. 
Teknis Penatausahaan Keuangan Daer.th di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dalam. 
pelaksanaannya dituangkan daJam Peraturan Bupati 
Bojonegoro. 

Mengingat : l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 
tcntang Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten/Kota 
dalrun Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tabun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negar.i Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
6 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembaogunan Nasional 
(Lembarao Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Rt--publik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Norn.or 125, Tambeban Lembarao 
Negara Republik lndonesia Nomor 4437), ..-bagairoana telah 
diubab yang kedua kalinya deng;an Undang-Undang Republik 
lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lcrobaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambaban Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Noroor 33 Tahun 2004 
tentang Perimba.ngan Kcuaogan aniara Pernerinta.h Pusal dan. 
Pemerintahan Daerah (Lerobaran Neg;ua Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9,_ Undang-Undang Rcpublik lndonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan ~undangan 
(Lerobaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
tcntang Pengadaan Tanah Bagi PembangunBn Untuk 
Kepentingan Umum (Lerobaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 22); 

l l. Peraturan Peroerintah Republik Indonesia Noroor 109 Tahun 
2000 tentang Kcdudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerab (Lembaran Nc;giua Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomof 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Repub'.lik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcrobaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

sebagaimana telab diubah beberapa k.ali, terakhir dcngan 
Peraturan Pemerintab Noroor 21 Tahun 2007 (Lcrobaran 
Negara Rcpublik Indonesia Ta!hun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcrobaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tohun 2005 Nomor 140, Tambe.ban 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Noroor 457 8); 

14. Peraturan Peroerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 
2005 tcntang Pt,-doroan Pcnyusunan dan Penerapan Standar 
Pelnyanan Minimal (Lerobaran Negara Rcpub!il<'. Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pcroerintah Rcpublik Indonesia Noroor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoroan Pt.>mbinaan dan Pengawasan 
Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daer-db (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tent.ang Pembagian Urusan Pemcrintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahalli Daerah Provinsi dao 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpubli.k lndonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 
2007 tent.ang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 
2007 ten tang Pengesaban Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tent.ang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 35 Tahun 2011; 

20. Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
tentaog Pedoman Pengelo.laan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kcdua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

2 l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahon 2011 
tent.ang Pembentukan Produk Hulrum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojoncgoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerab Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojoncgoro Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi clan Tata Kerja Sckretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah. Kabupaten Bojonegoro Tabun 
2008 Nomor 4) sel"\gaimaoa teiab diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tabun 2008 
tentang Otgaoisasi clan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupeten Bojonegoro Tabun 
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubeb yang kedua kalinya 
dengan Peraturan Daerab Nomor 8 Tabun 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahon 2011 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahon 2008 
tentaog Orgaoisasi clan Tata Kerja Inspektorat, Badao 
Perencanaan Pembaogunan Daerab dan -Lembaga Telmis 
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerab Kabupaten 
Bojoncgoro Tahun 2008 Nomor 6 ) srbegaimana telah diubab 
dengan Peraturao Oaerah Nomor 9 Tabon 2011 (Lembarao 
Daerab Kabupaten Bojonegoro Tabun 2011 Nomor 12); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamat.an dao 
Kelurahan Pemcriotab Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tabun 2008 Nomor 7); 



27. Pcraturan Dacrah Knbupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Org;misasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupatcn Bojoncgoro (Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Bojoncgoro Tahun 2008 Nomor 8); 

IIElltJTUSKAlf : 

llenetaplraa : PERATORAlf BUPATI TEIITAJIG PBDOIIAJI '1'""'11111 
.PBIIATAUSAHAAlf UUAIIGAlf DABRAB DI LIIIGKUJIGAII 
PBIIERDffAB KABUPATEB BOJOIIJIGORO. 

BABI 
U l ENI OAll UIIO'II 

Pua1 1 

Dalam Pcratumn Bupati ini yang dimaksud dengnn : 
l. Pejabat Negara, Pegawoi Ncgeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tctap adalah 

Pejabat Ncg;ara, Pcgawai Negeri Sipil, dan Pegawoi Tidak Tctap 
sebngaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kcpegawaian sebagaimann tclah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Linglcungan Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro. 

2. Pemerintah Dacrah ndalah Pcmcrintab Kabupaten Bojonegoro. 
3. Bupati adatah Bupati Bojoncgoro. 
4 . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro. 
5. Satuan Kerjo Perangkat Dacrah yang selanjulllya di:singlcat SKI'D adalah 

Saluan Kerja Pcrangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kobupaten 
Bojonegoro. 

6 . Satuan Kerja Pengelola Keuang;m Daemh yang selanjutnyi, disingkat 
SKPKD adalah Saluan Kerja Pernnglrot Oaerah yang mclaksanakan 
pengelolaan keuangan daemh. 

7. Pemegang Kclcuasaan Pengclolaan Keuangan Daerah adalah Kepala 
Oaerah yang karena jabatannya mempunyai kewcoangan 
menyelenggaraknn keseluruhan pengelolaan kcuang;an dacrah. 

8. Pejobat Pengclola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat dismgkat 
PPKD ada.lab kepala satuan kerja penge.lola keuangim deerah yang 
selanjutnya dapat disebut dcngan Kcpala SKPKD yang mempunyni rugas 
mclaksanalcan pengclolaan APBD dan bcrtindak sebagai bendaham 
umum daerab. 

9 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BUD adalab 
PPKD yang bcrtindak daJam kapasitas sebagai bcndahara umum daerab. 

to. Pengguna Anggnran yang selanjutnya disin8)cnl PA ndalah Ptjabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk rnelaksan'\kan tup..s 
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinn}'tl!. 

I I. Kuasa Pcngguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat KPA adalah 
Pcjabat yang diberi kuasa untuk melaksaoakan seluruh atau sebagjan 
kewe nangan pengguna a nggaran dalam mclaksanakan sebagian rugas 
dan fungsi Satuan Kerja Pcrangkat Daerah. 

L2. Pcjabat Penatausahnan Keuangan SKPD ynng selanjutnya disin8)mt PPK­
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 
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13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PP'fK 
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyelorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

15. Bendahar .. Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksaoaan APBD pada SKPO. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

17. Pendapatan Daerah adalah bak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah niJai kekayaan bersih. 

18. Pendapatan Asli Daerah yang selanjulnya dapat disingkat PAD adalah 
pendapatan daerah yang dipungut berda....arkan peraturao daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
peogurang oilai kekayaan bersib. 

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanao uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dao digunakan untuk membayar seluruh peogeluaran daerah. 

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah reken:ing tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukao oleb Kepala Oaerah untuk menampung seluruh 
penerimaao daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

22. Penerimaao Daerah adalah uang yang masuk ke kas dacrah. 
23. Peogcluaran Daerah adalah uang yang keluar dari leas daerah. 
24. Surat Permintaan Pembayaraan yang selanjutnya dapat disingkat $PP 

adalah dokumen yang diterbitkan olch pejabat yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukao 
permiotaan pembayaran. 

25. Surat Perintab Membayar yang selanjutnya dapat disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggarao/kuasa. 
peogguna anggaran untuk penerbitao SP2D atas bcbao DPA-SKPD. 

26. Surat Perin:t.ah Pencairan Dana yang selanjutoya dapat disingkat SP2D 
adalah dokumeo yang digunakan scbagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan $PM. 

27. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat- kedudukan baik 
perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya selruraog• 
kurangnya 5 (liinal kilometer dari batas kota. yang dilakukan daJam 
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah 
Pejabat yang bcrwenang. termasuk perja]anao d8Ji tempat kedudukan ke 
tempal mcminggalkan lndonesi;1 untuk bcrtolak ke luar oegeri dan dari 
tempat tiba di Indonesia dari luar oegcri ke tempat yang dituju di dalam 
negeri. 

28. Surat Periotab Togas yang selanjutnya disingkat $PT adalah surat 
perintah kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan/atau 
anggota kelompok masyarakat untuk melaksanakan sesuatu tugas 
kedinasao yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang. 

29. Surat Perintah Perjalaoan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 
surat perintah kepada Pegawai Ncgeri Sipil. Pegawai Tidak Tetap dan atau 
aoggota kcl,ompok masyarakat untuk ml'laksaoakao scsuatu perjalanan 
dinas yang dikeluarkan olch Pejabat yang berwenang. 
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BABU 
PMATAUSAHAAJf KEUA1'GA1' DAERAII 

Pua12 

Dengan Pera.tu.ran Bupati ini menetapkan. pedoman teknis mengenai 
penatausahaan keuangan daerah di lingku;ngan Pemerintah Kabupaten 
Bojoncgoro. 

Pua13 

(11 Pedoman t eknis mengenai penatausahaan keuangan daerab di 
linglrungan Pemcrintah Kabupatcn Bojonegoro sebagaimana diroaks11d 
dalam Pasal 2, terdiri dari : 
a. Lampiran I Pedoman Teknis Penatausahaan Penerimaan Daerah; 
b. Lampira.o, D Pedoman Teknis Penatausahaan Pengeluaran Daerah. 

(2) Pedoman teknis sebagaimana d.imaksud pada ayat ( l ) buruf a dan buruf 
b merupakan bagian yang tak terpisabkan ,dari Pcraturan Bupati ini. 

BABW 
KETElfTUANPE.NOlOP 

Pua14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada rangg,,.1 diundangkan. 

Agar setiap oramg roengetahuinya, meroerintah.kan pengundangan f'wituran 
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 19 Juni 2012 

BUPATI BOJOIIEGORO, 

nd. 

H. SUYOTO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 19 ,Juni 2012 

SEKRETARIS DABRAB KABUPATE1'1 BOJOJl'BGORO 

tld. 

SOEBADI IIOEWOIIO 

DERITA DABRAB KABUPATEl'I BOJOl'IEGORO TAIIUl'I 2012 l'IOIIOR 33. 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 33 TAHUN 2012 
TANGGAL : 19 JUN! 2012 

PEDOJIAlf TEKIOS PEIIATAUSAJIAAJI PEllERDIAA1I DAERAII 

1. llebnl■m" hnerimaan clan Penyetoran Penertmean Aal.l Daenh !PAD) 

•. 11-anisme/ Tata cara PenedmaaD PAD b Reke~ Kaa Umwn 
DaeniJa tRKUDI Kabupaten. BoJon.ecoro dlatur aebap.l beriJmt : 

I) Wajib bayar Pendapatan Asli Daernh menyetor kepada Benda.hara 
Pcnerimaan/Bendahara penerimaan pembantu/kasir penerimaan 
masing-masing SKPD yang bersan.gkutan; 

2) Penyetoran wajib bayar kepada Bendabara Peneriroaan/Bcndabara 
Penerimaan Pembantu/Kasir Penerimaan oleh wajib bayar dapat 
menggunakan uang tunai maupun warkat (Cheque, Giro Bilyet 
termasuk JaJu lintas Giro dan Kart:u kredit / debet); 

3) Un tuk menampung pcnyetoran wajib bayar d~ menggunakan Giro 
Bilyet (transfer Bank) kepala SKPO selaku Pengguna Anggaran (PA) 
dapat mengusulkan pembukaan Rekening !',:nerimaan pada Pf Bank 
,Jatim Cabang Bojonegoro kepada Bupati me1alui Sekretaris Daerah 
selaku koordinator pengelolaan k~tJalll'j'n daerab; 

4) PT. Bank Jatim Cabang Bojonegoro pada bari yang sama deng:an 
pada saat penerimaan transfer atau sclambat-lambatnya pada hari 
kerja berikutnya, menyampaikan lbukti transfer kepada Bendabara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD yang 
bersangkutan dan menyampa;ikan bukti transfer kepada 
Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Dacrah untuk 
dibuatkan Surat Tanda Sctoran (STSJ; 

5) Penyetoran melalui warkat diakui sah setelah divalidasi oleh PT. 
Bank Jatim. 

b. •-anltnne/ Tata Cara Pen:,etoran. Penedmaa.1l PAD diatllr aebapl 
berilmt: - . 

1) Kasir Penerimaan Oinas Pendapat!an Oacrab pada hari yang sama 
dengan saat penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan kepada 
Beadabara Penerimaan Dinas Pendapatan dengan menggunakan 
Tanda Bukti Penerimaan serta dilampiri Daftar Penerimaan Harian; 

2) Petugas Pemuogut PAD/Bendahara Pcneriroaan Pembantu di luar 
Dinas Pendapatan Oaerah yang karena sesuatu haJ, wilayeh 
geografis, jarak tempuh berjauhan dan komunikasi sulit serta 
dalrun rangka efektivitas dan efisiensi, maka penyetoran basil 
pemungutan PAD kepada Bendahara Penerimaan Dinas 
Pendapatan Oaerah dapat disetorkan paling lama 7 (tuju h) 
hari/minggu berikutnya dengan persentjuan Kepa)a SKPD den 
Kcpala Oinas Pendapatan Daerah; 

3) Pada hari yang sama dengan saat penerimaan tunai, bukti transfer 
atau pengakuan Pf Bank Jatim atas pembayaran dengan 
mengguoakan Warkat Bendahara Penerimaan Oinas Pendapatan 
Daerah berkewajiban mcnyetorkan selurub basil penerimaan !Ice 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD} Pemerintab Kabupaten 
Bojonegoro pada PT. Bank Jatim. mcnggunekan slip setoran dan 
Surat Tanda Setordll yang dirinci mcnurut kelompok, jenis dan 
rincian obyek sesnai dengan kode rekening; 
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4) Sduruh penerimaan Daerah baru:s disetor scluruhnya ke rekening 

Kas Daerah oleh karena itu dilarang dipcrgunakan langsung untuk 
membiayai pengeluarao berkenaan dengan penerimaan dan/atau 
pengeluaran lainnya. 

2. Pert:anggm,ciawaban Penerimaan PAD JMda Dinu Pendapatan Daenh 

a. Bendabara penerimaan Pembaoru menyerahkan tindasan STS yang 
telab diotorisasi petugas PT. Bank Jatim kepada SKPD di luar Dinas 
Pendapatan Daerah; 

b. Bendaihara Pcncrimaao Pembaotu mencatat penerimaan dan 
penyetoran dalam : 
I) Buku Kas Umum Penerimaan. 

Pencatatan pada Buku Kas Umu.m dilaksanakan rlan ditutup setiap 
bu1an. 

2) Buku Pembantu Pcnerimaan per Rincian Objek Penerimaan. 
Buku pcmbantu per Rinciao objek dibuku setiap hari dao ditutup 
setiap bulan. 

3) Rekapitulasi Penerimaan Harian. 
Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPHJ dJouku setiap hari per 
obyek dan ditutup setiap bulan. 

4) Pencatatan pencrimaan sebagaimana dimaksud pada angka I, 
angka 2 dan angka 3, dapat mengg,makan program aplikasi dan 
setelah ditutup ditandataogani Bendaharawan Pembantu dan 
diketahui oleh Kepa)a Dinas Pendapatan Daerah dengan 
menyertakao tanda bukti penerim:aan dan penyetoran. 

c. Bendahara Penerimaan Pembantu seminggu sekali menyampaikan 
pertanggungjawabao penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya 
kepada Bendabara Penerimaao yang terdiri : 
I) Tindasan Buku Kas Umum; 
2) Tanda Bukti Penerimaan; 
3) Surat Tanda Setoran; 
4) Laporan mingguan. 

d. Benda:bara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah setiap hari 
menyampaikan laporan penerimaan : 
I) Surat Tanda Setoran; 
2) Slip Setoran Bank. 

e. Benda:bara penerimaan mela,ksaoakan verifikasi atas 
pertanggungjawabao Bendahara Penerimaan Pembantu serta 
menyusun Rekapitulasi Penerimaan PAD per SKPD dan per Obyek; 

f. PPK-SKPD melakukan verifikasi harian atas penerimaan SKPD; 
g. Dinas Peodapatan melaksanakan rckonsiliasi data penerimaan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnyn; 
h . Mekanisme pertanggungjawaban penerimaan SKPD menggunak:an 

aplilcasi Sistem lnformasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan; 
i. Dinas Pendapatao Daerah mengirimkan Rekapitulasi pcnerimaan PAD 

basil rekonsiliasi ke Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku 
koordinator Pengelolaao Keuangan Daerah dan Sadan Pengelola 
Keuan:gan Dan Kekayaan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah serta SKPD terkaiL 
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3. ~waban Penerimaan PAD clan 8KPD 
a. Benda.hara Pcnerimaan Pembantu mencatat penerimaan clan 

penyetoran daJam : 
1) 8uku Kas Umum Pencrimaan (BPa -1) 

Pencatatan pada Buku Kas Umum dilaksaoakan clan ditutup setiap 
hari. 

2) Buku Pembantu Penerimaan per Rincian Objek Penerimaan (BPn-4) 
Buku Pembantu per Rincian Objeik dibuku setiap hari dan ditutup 
setiap bulan. 

3) Rekapitulasi Penerimann Harian (BPn-5) 
Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH) dibukukan setiap hari per 
obyek dan ditutup sctia p bulan. 

4) Pencatatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 
angka 2 dan angka 3, dapat menggnnakao program aplikasi dan 
setdah ditutup ditandatangani Bendahara Penerimaan/Bendahara 
Penerimaan Pembantu dan diketahui oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menyertakan tanda 
bukti penerimaan dan peoyetoran. 

b. Bendahara Peoerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan PAD 
yang menjadi kewenangannya kepada Bendahara Penerimaan yang 
terdiri : 
1) Tindasan Buku Kas Umum; 
2) Taoda Bukti Penerimaan; 
3) Surat Tanda Setoran; 
4) Rckapitulasi Penerimaan Harian. 

c. Bendahara Pcneri:maan melakukan verifikasi atas 
pertanggungjawabao Bendahara Peoerimaad" Pembantu dan 
dibuat.kan RPH laporan Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan 
SKPD. 

d . Benda.hara Penerimaao menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
beserta RPH pada Sadan Pengelola Ke11angan Dan Kck:ayaan Oaerah 
denga,,:i tcmbusan kepada Dinas Pendapatan Oaerah paling Jambat 
tanggal 5 bulao berikutnya. 

4 . Ketentnaa Laba 

a . Ketentuan Leko.is lebih lanjut tentang meJcanisme/tata cara 
penerimaan dan penyetoran serta pertanggungjawaban penerimaan 
PAD d:iatur dalam Keputusan Kepa)a SICPO sesuai dengan ketentuan 
yang bcrlaku. 

b . Bagi SKPD yang tidak menunjuk/memiliki Bendahara Penerimaan 
Pembantu apabila terdapat penerimaan PAD maka tugas Bendahara 
Peoerimaao/Bendahara Penerimaan Pembantu dapat dilaksaoalcan 
oleh pejabat/ staf yang ditunjuk. 

5. Restltui 
Restitusi adalah Pengembalian atas kelcbihan Pembayaran Peoerimaan 
PAD (Pajak, Retnousi dao Lain-lain PAD yang sah) dapat diminta kembali 
oleh wajib pajak/wajib retribusi dengan mcngajukan permohonan tertulis 
kepada Kepala SKPO. Tata cara pengajuao restitusi adalah scbagai 
berikut: 
1) Wajib Pajak/Wajib Rctribusi mengajukan permohonao peogambilan 

kelebibao pembayaran kepada SKPD dengan menggunakan Form 
Surat Permohonao. 
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2) Pennohonan restitusi diajukan dengan mclampirkan : 
- Foto copy jati diri yang berlaku; 
- Foto copy Tanda Lunas Pembayaran. 

3) Selambat-Jambatnya 6 (enam) hari kerja diterimanya pennohonan 
secara lengkap SKPD, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan menyampaik.an 
permohonan restitusi ke SKPD. 

4) Dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya 
SKPDLB atau setelah permohonan restitusi kepala SKPD menerbitk:an 
Surat Keputusan RestitusL 

5) Surat Keputusan Restitu~i dengao persyaratan yang diperlukan 
dikirim ke Dinas Pendapatan Oaerah untuk: diverifikasi ulang 
selanjutnya diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Dan Kekaya.an 
Daerah untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). 

6) Berda.sarkan SPD, SK.PO menerbitkan SPP LS dan SPM LS ke Sadan 
Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Dacrah. 

7) Sadan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah menguji dokumen 
SPP LS dan SPM LS, bila telah sesuai maka dapat menerbitkan SP2D 
LS. 

BUPA11 BOJOIIEGORO, 

ttd. 

B. SUYOTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sl'!KR~ KABUPATEN BOJOJIEGORO --~,~=~­

~1((}1/ ,~1;:.-1 
_, .'!J . . - ,, 
'r,.( \.';:Hh~. I, 

' - &JIADIJIO -
Pembina Utama Madya 

·,::o:NP'· 19600131 198603 1 008 



LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI BOJ0NEGORO 
NOMOR : 33 TAHUN 2012 
TANGGAL: 19 JUNl 2012 

PEDOIIAII TEIIJfIS PEllATAUSABAAlf PBIIGELUARAII DAERAII 

1. Telmis ■ebnlem,. Pencainn Dana 

Mekanisme pencairan seluruh dana Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bojonegoro dilaku.kan melalui Rekening Kas IJmum 
Daerah (RKUD) dengan aplikasi Sistem loformasi Manajemen Daerah 
(SIMDA) Keuangan. 

a. IJ-lmnl•me Pencairan Uang Penediaan (UPI 
I) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerab tentang Uang 

Pl,rscdiaan, Bendahara Pl,ngeluaran merobuat SPP-UP untuk 
diajukan kepada Pcngguna Anggaran (PA) melalui Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PP!() -SKPD; 

2 ) PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-UP, setelah dinyatakan sah d.an 
lengkap diterbitkan SPM-UP yang ditandatar.gani <>leb Pengguna 
Anggaran paling lambat 2 (dua) .hari sejak diterimanya dokumen 
SPP-UP; 

3) Dok:umen SPM-UP diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah (BPKKD) wntuk diteliti kelengkapan dan 
keabsahannya, selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari diterbitkan 
swat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

b. 11-lmrleme Pencainn Gantl Uang Perr:fh,n IGUJ 
1) Bendabara Pengeluaran / Bendabara Pengeluaran Pembantu 

mempersiapkan seluruh dokumen pertanggungjawaban atas dana 
UP /GU yang telab diterima sesuai ketentuan; 

2) Bendabara Pengeluaran merekap SUrat Pcrtanggungjawaban (SPJ) 
dari Bendahara Pengeluaran Pembantu, kemudian sesuai basil 
rekap SPJ tersebut Bendabara Pengeluaran dapat mengajulcan 
SPP-GU kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK-SKPD; 

3) PPK-SKPD memverifikasi ajuan dokumen SPP-GU dan setelah 
dinyatakan lcngkap diterbitkan SPM-GU yang ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) bari sejak diterimanya 
dokumen SPP-GU; 

4) Dokumen SPM-GU beserta kelengkapannya diajukan ke Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) untuk 
diteliti kclengkapan dan keabsahannya; 

5) Dalam hal dokumen SPM-GU dinyatakan tidak lengkap dan/atau 
tidal< sah dan/atau pengetuaran tersebut melampaui pagu 
anggaran, Bad911 Pengelolaan Keuangan dan KekayQl!Il Daerah 
(BPKKD) menerbitk.an surat penolakan penerbitan SP2D untuk 
selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan 
penyempuroaan SPM-GU; 

6} Bila dokumen SPM-GU dinyatakan lengkap dan/atau sah, mal<a 
paling lambat 2 (dual hari diterbitkan SUrat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D); 
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7) Guna efektivitas pelaksanaan kegiaran pada SKPD, ma!ka 
pengajuan SPM-GU dapat dilakukan lebib dari 1 (satu) kali per 
bulan dan pada akhir tahun pengajuan dilakukan paling lambat 
pada i.anggal JO {sepuluh) Oesember atau hari kerja sebelumn;ya 
(apabila tanggal JO Oesember bert;epatan dengan hari libur kerja) 
pukul 14.00 WIB. 

c. Jlf.'bnisme Peucairan T-mheben Uaq Petaedhan ITUl 
I) Tambahan uang persed.iaan (TU) dapat diajukan apabila terdapat 

kegiatan pada SKPD yang bersifat mendcsak dan tidalt dapat 
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan yang 
ada; 

2) Berdasarkan ke butuban yang telah direncanalran, SKPD 
men gajukan pennohonan t.ambahan uang (TU) beserta rincian 
rencana penggunaan TU kepada Kepala Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Kekayaan Daer.ih (BPKKD) selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD); 

3) Berdasarkan persetujuan permohonan t.ambahan uang, bendahara 
pengeluaran membuat SPP-TU kepada PA melalui PPK-SKPD; 

4) PPK-SKPO meneliti dokumen SPP-TU, setclah dinyatakan sah dan 
lengkap diterbitkan SPM-TU yang ditandalfillgani oleh Penggw,a 
Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen 
SPP-TU; 

51 Dokumen SPM-TU diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Kekayaan Dae.rah (BPKJ<D) untuk diteliti kelengkapan dan 
keabsahannya; 

6) Dalam hal dokumen SPM-TU dinyatakan tidak lengkap dan/atau 
tidak sab dan/atau pengeluaran ternCbut mclampaui pagu 
anggaran, Sadan Pengclolaan Kcuangan dan Kckayaan Daerah 
(BPKKD) mcnerbitkan su.rat penolakan penerbitan SP2O untuk 
selanjutnya diserahkan kepada pengguna anggaran agar dilakukan 
penycmpumaan SPM; 

7) Bila dokumen SPM-TU dinyatakan lengkap dan/atau sah, maka 
paling lambal 2 (dua) hari diterbitkan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D); 

8) Guna tertib manajcmen kas di SKPD, maka pengajuan SPM-TU 
pada akrur tahun dilakukan paling lambat pada tanggal 10 
(sepuluhl Oesember atau hari ketja sebcluronya {apabila tanggal 10 
Oescmber bcrtepatan dengan bari libur kerja) pukul 13.00 WIB; 

d. .. -bn!nne Pencairan Pemllayuaa J,enpung (LS) Peagadaan 
Baran;g/J.-
1 J Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPl1{I menyiapkan segala 

dokuroen yang dipcrlukan unluk disampaikan kcpada bendahara 
pcngelua.ran dalam rangka pengaju an SPP-LS; 

2) Setelah menerima dan meneliti dokumcn dari PPTK, &"Jldahani 
Pengeluaran menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada 
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; 

3) PPK-SKPD meneliti dokuroen SPP-LS, setelah dinyatakan Jengkap 
ditcrbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran 
paling lam bat 2 (dual hari sejak di·terimanya dokuroen SPP-LS; 

4) SPM-LS beserta kelengkapannya d.iajukaii kepada. Bad.an 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) untuk 
diteliti pagu anggaran dan kelengkapannya; 
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5) Dal.am bal dolrumen SPM-LS dinyatakan tidal< lengkap dan/ a tau 
tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu 
anggaran, Sadan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daere.h 
(BPKKD) menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D untuk 
selanjutnya diserahkan kepada pengguna anggaran agar dilakulcan 
penyempurnaan $PM-LS maupun dokumen pendulrungnya; 

6) Bila dokumen SPM-LS dinyatakan lengkap dan/atau sah, malca 
paling lambat 2 (dua) hari diterbitkan SUrat Perintah Penc:air:an 
Dana (SP2D); 

7) Pembayaran melalui pembayQfflll Iangsung (LS) tidak dapat 
d.igunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dJlakukan terpecab­
pecah; 

8) Guna rocnghiodari terjadinya utang peinbayaran pajak 
negara/daerah di akhiT tahun, maka pengajuan $PM-LS setelah 
tan.ggal 15 (limo betas) Desember dilak:ukan setelah membayar 
pajak negara/ daerah dengan menyertakan fotocopy bulrti 
pelunasan yang diketahui PPTK dan KPA. 

e. ll•kanisme Pencainm Pemkyar&A Lanpang (LS) GaJ1 du 
TlutjaJl&an 
I) Pengurus Gaji mempersiapkan berbagai dokumen yang diperluk:an 

untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka 
pengajuan SPP-1..S Gaji; 

2) Se«:lah menerima dokumen sebagaimana butir 1), maka 
Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS Gaji untuk diajukan 
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; 

3) PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-LS Gaji, setelah dinyatakan 
Jengkap diterbitkan $PM-LS Gaji :i,-ang ditaiidatangani oleh 
Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya 
dokumen $PP gaji; 

4) SPM beserta lampirannya diajukan kepada Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) untuk diteliti pagu 
anggaran dan kelengkapannya; 

5) Dalam bal dokumen SPM-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap 
dan/ atau tidak sah dan/ atau pengeluaran terse but melampaui 
pagu anggaran, Sadan Pengelowan Keuangan dan Kekayaan 
Daerah (BPKKD) menerbitkan surat penolakan penerbitan SP'2D 
untuk selanjutnya diserahkan kepada pengguna anggaran agar 
dilakukan penyempurnaan SPM-LS maupun dokumen 
pemdukungnya; 

6) Bila dokumen SPM-LS tersebut dinya.takan lengkap dan/atau sah, 
malca diterbitkan Surd! Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

7) Khusus pengajuan pembayaran gaji induk PNS, SKPD 
mcnyampaikan ajuan pembayarannya kc Sadan Pengelolaan 
Keuangan Dan Kckayaan Daerah paling lambat tanggal 10 
(scpuluh) bulan sebelumnya. 
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2. Sunt Permlntaan Pembayanu,. (SPP) 

a. SPP Uamg PenediaaA (SPP-UPI 

SPP-UP adalab dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk. permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 
( reoolvingl yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 
Dolrumen SPP-UP terdiri dari : 
1) Surat Pengantar SPP-UP; 
2) Ringkasan SPP-UP; 
3) Rincian SPP-UP; 
4) Foto copy /Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); 
5) Drart Surat Pemyataan Pengajuan SPP-UP unruk ditandatangani 

oleh PA/KPA (sebagai pcjabat yang menandatangani SPM); 
6) Foto copy/Salinan Surat Keputusan Bupati mcngenai UP. 

b. SPP Gall.ti Uang Penedlaan (SPP-GU) 

SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bcndahara Pengeluaran 
untuk pennintaan pengganti uang per.!Ccliaan yang tidal< dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 
Dokumen SPP-GU terdiri dari: 
1) Surat Pengantar SPP-GU; 
2) Ringkasan SPP-GU; 
3) Rincian penggunaan UP/GU yang lalu; 
4) Surat Pcrtanggungjawaban (SPJ) bcsena bu.kti transaksi yang sah 

dan Jengkap atas penggunaan UP/GU sebelumnya; 
5) Foto copy /Salinan Surdt Penyedia.an Dana (SPD); 
6) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani 

ole:b PA/KPA (sebagai pejabat yang menandatangiuu SPM.); 
7) Draft Surdl Pcmyataan Tanggung Jawab atas Penggunaan UP/GU 

sebclumnya untuk ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat 
yang menandatangani SPM); 

8) Rekapitulasi transaksi/SPJ. 

c. SPP Tambahan Uang PenediaaA (SPP-TU) 

SPP-TU adalah dokumcn yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan tambahan Uang Pcrsed.iaan guna melaksanakan 
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan dana UP/GU yang ada 
tidak mencukupi serta tidak dapat digu.nakan untuk meJalrukan 
pembayaran yang sifatnya harus secara langsung. 
Dokumen SPP-TU tcrdiri dari : 
1) Surat Pengantar SPP-TU; 
2) Ringkasan SPP-TU; 
3) Rincian rencana penggunaan TU; 
4) Fo~o copy /Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); . 
5) Surat Kcterangan Penjelasa.n Keperluan Penggunaan TU yang teJah 

disetujui PPKD; 
6) Dr:alt Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani 

oleh PA/KPA (sebagai pejabat yan,g menandatangani SPM); 
7) Draft Surat Pemyataan Tanggu.ng Jawab atas penggunaan TU 

untu.k ditandatangani oleh PA/KPA (Untu.k pengajuan SPP-TU 
Nihil); 

8) SU.rat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan TU beserta bukti 
transaksi yang sah dan lengkap (Ontuk Pengajuan SPP-TU N.ihil). 
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cL SPP l.aJap1mC (SPP-LS) BelaDJa ll'OIL ~ 
SPP-LS adalah dolrumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanji:an 
konlra.k. kerja atau surat perintah. kerja lainnya dengan jumlah, 
peneriroa, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

cLl. DoJmmen SPP-LS nntak Penpdaan 11uaDC clan Jaa 

d.1.1 Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 10.000.000.00 
(sepuluh juta rupiah) 
1) Surat Pengantar SPP LS; 
2) Ringkasan SPP-1..S; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Foto copy/Salinan Swrat Penyediaan Dana (SPD); 
5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-1..S untuk 

ditandatangani olch PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangani SPMJ; 

6) Draft Surat Pemya,taan Tanggung Jawab untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangani SPMJ; 

7) Bukti/Nota Pembelian; 
81 Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh 

penyedia barang/jasa dan pejabat yang berwenang; 
9) Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan 

Barang/ Jasa; 
10) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah 

ditandatangani wajib pajak clan/ emu wajib pungut. 

d .l.2 Pengadaan barang/pekerjaan konstru.ksi/jasa lainnya 
dcngan nilaisampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan untu.k jasa konsultansi dengan nilai 
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Ii.ma puluh juta 
rupiah) 
I I Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringkasan SPP-1..S; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Foto copy/Salinan Su.rat Penyediaan Dana (SPD); 
5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS untuk 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pcjabat yang 
menandatangani SPM); 

6) Draft Surat Pemyataan Tanggung Jawab untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabal yang 
menandatangani SPM); 

7) Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleb 
penyedia barang/jasa den pejabat yang berwenang; 

8) Surat Pcrinlah Kerja; 
9) Serita Acara penyelesaian pekerjaan; 
10) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan 
barang berikut lampiran daftaT barang yang diperiksa 
Serita Acara serah terima barang dan jasa; 

l l) Berita Acara pembayaran; 
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12) Surat jaminan bank atau yang dipersaroalmn yang 
dikeluarkan oleh bank atau lerobaga keuangan non 
bank bagi yang dipersyaratk:an da1ain kontrak (dapat 
berupa salinan/ fotocopy yang telab dilegalisir PA/KJ'A 
dan PPTK); 

13) Surat peroberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan roengala.mi 
keterlambatan; 

14) Foto/buku/dokumentasi tingj<at keroajuan/penyelesaian 
pckerjrui.n; 

jamsostek (potongan 
yang berlaku/surat 

sesuai dengan 
peroberitahuan 

15) Potongan 
kctentuan 
jamsostek); 

16) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perbitungan 
harganya roenggunakan biaya personal (billing rate), 
berita acara prest:ru;; kemajuan pekerjaan dilaropiri 
dengan bukti kehadir:an dari tenaga konsultan sesuai 
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ 
pembelian alat penWljang serta bukti pengeluaran 
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; 

17) Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan 
barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

18) Salinan surat rekome111dasi dari SKPO teknis terkait; 
19) Dokumcn Jain yang dipersyaratkan untuk kontrak­

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari penerusan pinjaman[hibah luar negeri; 

20) Perincian perhitungan pajak; 
2i) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang tel.ah 

ditandatangani wajib pajak dan/atau wajib pungut. 

d.1.3 Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 
dengan nilai lebih dari Rp. J00.000.000,00 [seratus juta 
rupiah) dan untuk jasa jasa konsultansi dcngan ni1ai 
lebih dari Rp. 50.000.000,00 (tiroa puluh juta rupiah) 
1) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringkasan SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Foto copy/Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); 
SJ Draft Surat Pemyataan l'l,ngajuan SPP-LS untuk 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
roenandatangani SPM); 

6) Draft Surat Pemyataan Tanggung Jawab untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat yang 
menandatangani SPM),; 

7) Kwitansi asli berroaterai yang ditandatangani olcb 
penyedia barang/jasa ,dan pcjabat yang berweoang; 

8) Surat Perjanjian; 
9) Serita Acara penyelesaian pekerjaan; 
I 0) Serita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia peroeriksa.an 
barang berikut laropiran dafter be.rang yang diperiksa 
Serita Acara serah terima barang dan jasa; 

11) Serita Aeara pembayaran; 
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12) Surat jaminan bank atau yang.,djper:saroakao ya:ng 
dikeluarkan oleh bank atau lerobaga keuaogan n.oo 
bank bagi yang dipersyaratkan dalaro kontrak (dapat 
berupa salinan/ fotocopy yang telah dilegalisir PA/KPA 
dao PPTKI; 

13) Surat pemberitahuao potongan denda keterlambatao 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaao meogalami 
keterlarobatan; 

141 Foto/buku/dokwneotasi tingkat 
kemajuan/ penyelesaian pekcrjaan; 

15) Potongan jarosostek (potongao 
ketentuan yang berlaku/ sw-at 

sesuai dengan 
pemberitahuan 

jarosostek); 
16) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 

hargaoya mcnggunakan biaya personal (billing ratel, 
berita acara prestasii lremajuao pekerjaan dilampiri 
deogan bukti kehaclir:an dari tenaga koosultan sesuai 
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti pcnyewaan / 
pembelian alat peounjang serta bukti pengeluaran 
lainnya berdasarkan rincian daJam surat penawaran; 

171 Surat angkutan ataUJ konosemen apabila pengada.an 
baraog dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

181 Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; 
191 Dokumen lain yang dipersyaratkan UJDtuk kootrak­

kontrak yang dananya sebagian atau selurubnya 
bersUJmber dari penerusan pinjaroan/hibah IUJar negeri; 

20) Perincian perhitungan pajak; 
2 I) SSP disertai fllktu.r pajak (PPN dao PPh) yang telab 

clitandatangani wajib pajak dan/atau wajib pungut. 

cL2 Dolmmen SPP-LS UDtak SPP Ban-.i Soaial/ Bantn.an 
R.,u•ngan / Blbah/ Bunga/Snbaldi/Bellutja Tak Terdup pada 
Pilull<Ketlga 
1) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringkasan SPP-LS; 
3) Riocian SPP-LS; 
4 ) Foto copy/Salinan Surat Penyediaan Dana (SPDI; 
5) Draft Surat Pemyataan Peogajuan SPP-LS unruk 

ditaodatangani oleh PPKD; 
6) Pemyataan telah diverifikasi dari lnstansi Teknis; 
7) Kwitansi Asli Bennaterai; 
8) Foto copy ooroor rekening Bank; 
9) Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang 

berlaku. 

d-3 Dolmmen SPP-LS IUltuk Bao lluil Kepi.da Pemerbltah, 
Pemerintah Provinsi/Kabupateu/ Kata daJl Pemerlatah Daa 
l ) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Riogkasao SPP-LS; 
31 Riociao SPP-LS; 
4) Foto copy /Salioao Surat Penyediaan Dana (SPD); 
5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS untuk 

djtandatangani oleh PPKD; 
6) Surat Pernyataan Taoggwng Jawab dari Instansi Teknis 

Terkait 
7) Kwitansi Asli Bermaterai; 
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8} Penetapan Perhitungan Bela.nja Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

9} Fow copy nomor rekening Bank; 
10} Dolrumen Jain yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang 

berlaku. 

Do:lmmen SPP-LS antalt SPP A:aunmsi 
l) SUrat Pengantar SPP-LS; 
2} Ringkasan SPP-LS; 
31 Rincian $PP-LS; 
4) Foto copy/Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD}; 
5} Draft Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat 
menandatangani SPM); 

6} Draft Surat Pemyataan Tanggung 
ditandatangani oleh PA/'KPA (sebagai 
menandatangani SPM]; 

7} Kwitansi Asli Bermaterai; 

Jawab 
pejabat 

8} Salinan/fotocopy Polis yang 'telah disahkan; 
9) Rekapitulasi per polis (bila polis lebih dari satu}; 
I O} Fotocopy Referensi dari Bank. 

DokDmen SPP-LS Le.mbar 
I} Surat Pengantar SPF-LS; 
2} Ringkasan SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Foto copy/Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD}; 
5} Draft Surat Pemyataan Pcngajuan SPP-LS 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat 
menandatangani SPM); 

6) Draft Surat Pemyataan Tanggung 
ditandatangani oleh PA/KPA (seb,,gai 
menandatangani SPM); 

7} Surat Perintah Kerja Lembur; 

Jawab 
pejabat 

untuk 
yang 

untuk 
yang 

uoruk 
yang 

untuk 
yang 

8) Daftar Hadir Lcmbur; 
9) Rekapitulasi tembur, apabila permintaan lembur lebih dari 

satu bulan atau lebih dari satu kode rekening; 
10) Tanda terima uang lembur per orang; 
I l) SSP (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak 

dan/ a tau wajib pungut. 

DokDmen SPP-LS Pebrjaan SwakeJola Jnstanai 1'1,merintah 
Lain Non Swadana 
I) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringim!lllll SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4 ) Foto copy/Salinan Surat Penyediaan Dana (SPDJ; 
SJ Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat 
menandatangani SPM}; 

6) Draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
pejabat 

untuk 
yang 

uoluk 
yang ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai 

menanda tangani SPM]; 
7) Surat Pemberitahuan Pemberian Kuasa kepada instansi 

pemerintah calon pelaksanaan swakelola; 
8) Surat Kesanggupan dari Penerima Kuasa; 
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9) Keputusan penunjukan instansi pemerintah lain 
Nonswadana sebaga.i pelaksana Swakelola ditandatangani 
oleh PA, sedangkan untuk Sekretariat Daerah ditandatangani 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

10) Surat Kuasa Pelaksanaao Kegiatan ditandatangani oleh 
PA/Ja>A selaku pcmberi kuasa dengan Pelaksana Swakelola 
sclaku penerima kuasa; 

11) Ringkasan Kontrak Swakelola atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

I 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
I 3) Fotocopy Referensi dari Bank; 
I 4) Fotocopy NPWP; 
15) Laporan Kcmajuan Pelaksanaan Pekcrjaao (Laporan Awai, 

Antara, Akhir kalau diminta daJam KAK dalam bentuk 
laporan awal, antara, akhir) dan penggunaan keuangan 
(setiap bulan); 

16) Serita Acara Penyerahan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 
dan Penggunaan Keuangan sebagai lampiran untuk tahap 
pembayaran; 

17) Serita Acara Pembayaran; 
18) Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 
19) Perincian Perhitungan Pajak; 
20) SSP (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak 

dan/ a tau wajib pungut. 

Untuk nomor 19-20 bila tanpa mclampirkan Surat Keterangan 
Bebas Pajak dari Kantor Pajak. Biaya pekcrjaao swakelola non 
konstru.ksi diatur sebagai berilrut: 
l) Biaya perencanaan dan pengawasan dibayar dengan melalIUi 

uang persediaan UP/GU; 
2) Bia,ya pelaksanaan yang di)aJcsanakan oleb pihal< ketiga 

dilalcsanakan dengan p<.-mbayaran Ja.ngsung (LS). 

Mengingat biaya pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada 
pekerjaan swakelola non konstruksi dibiayai dengan ganti uang 
persediaan, sedangkan penggunaannya terdiri dari honor, biaya 
monitoring, ATK dan lain-lain, untuk memudabkan pembedaan 
bukti transaksi pengeluaran kas pekerjaan swakelola non 
konslruksi dengan belanja Ja.innya ag;ar mcmberikan stempel 
swakelola pada bukti transaksi dimaksud. 

Dobmen SPP-LS Tunja.Dpn Honoradllm 

l) Surat Pengantar SPP-LS; 
2) Ringkasan SPP-LS; 
3) Rincian SPP-LS; 
4) Foto copy/Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD); 
5) Draft Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai pejabat 
menandatangani SPM); 

6) Draft Surat Pernyataan Tanggung 
ditandatangani oleb PA/KPA (sebagai 
menandatangani SPM); 

Jawab 
pejabat 

7) Salinan/ fotocopy Surat Keputusan 
Pengangkatan/Penunjukan yang telah dilegalisir; 

8) Tanda terima honor per orang; 

untuk 
yang 

untu.k 
yang 
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9) Rekapitulasi honor, apabila pennintaan honor lebih dari 1 
(satu) lembar; 

10) Perindan perhitungan pajak; 
l1) SSP (PPN dan PPh) yang tclah ditandatangani wajib paj.ak 

dan/atau wajib pungut. 

e . SPP J:.a.upunc (SPP-LS) Belanja G,tji 

SSP G·aji adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan pembayaran gaji yang dokumennya disiapkan olch 
Pengu:rus Gaji. 
Dokumen yang digunakan untu.k pengajuan SSPLS- Gaji meliputi : 

e.l Dolmmen SSP LS G,tjl l'.Dduk 

1) Pengantar SSP Gaji; 
2) SSP Gaji; 
3) Rincian SSP Gaji; 
4) Draft Surat Pernyataan .Pl:ngajuan 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai 
menandatangani SPM) ; 

5), Draft Surat Pemyataan Tanggung 
ditandatangani oleh PA/JIJ'A (sebagai 
menandatangani SPM); 

6) Daftar Gaji; 
7) Rekapitulasi Gaji per lembar; 
8) Rekapitulasi Gaji per golongan; 

SPP-LS 
pejabat 

Jawab 
pejabat 

untuk 
ywng 

untuk 
yang 

9) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; 
10) Foto copy Keputusan yang telah dilegalisiT, bila terdapat 

perubahan karena : 
a) Perubahan besar.u1 Gaji; 
b) Kenaikan Pangkat; 
c) Perubahan Eselon; 
d) Keputusan Kenaikan Gaji Penyesuaian Masa Kerja. 

11) Daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya harus dilampiri : 
a) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SJIJ'P); 
b) Salinan Keputusan Pindall; 
c) Daftar Keluarga; 
d) Surat Pernyataan Melaksanakan Togas (surat pernyataan 

menduduki jabatan, bagi yang mendapatkan tunjangan 
jabatan); 

e) Tam bah keluarga karena : 
Kawin, dilampiri foto copy sural nikah yang Lelah 
dilegalisir; 

. Tam bah anak, dil.ampi'ri foto copy aktc kelahiran yang 
Lelah dilegalisir. 

12) Untuk Calon Pcgawai Negeri Sipil (CPNS) 
a . Salinan Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS; 
b. Salinan Nota Persetujuan BKN; 
c. Surat Pemyataan Me1'tl<sanakan Togas; 
d. Daftar keluarga; 
e. Fotocopy Surat Nikah yang telah dilegalisir, 
f. Fotocopy Al<te kelahiran yang tclah dilegalisir. 
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e .2 Dokamell SPP LS- Gajl Sasalall. 

e .3 

l J. Pengantar SSP Gaji; 
2J. SSP Gaji; 
3J. Rincian SSP Gaji; 
4). Draft SUrat Pemyataan Pengajuan 

ditandatangani oleh PA/KPA (sebagai 
menandatangani SPM); 

5). Draft Surat Pemyataan Tanggung 
ditandatangani oleb PA/'IJ'A (sebagai 
menandatangani SPM); 

6). Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; 
7). Daftar Gaji perora.ngan; 
8). Rekapitulasi Gaji per lembar; 
91, Rekapitulasi Gaji per golongan; 
10). Untuk pegawai pindahan: 

SPP-LS 
pejabat 

Jawab 
pejabat 

untuk 
yang 

untuk 
yang 

- Salinan Surat Keputusan pindah; 
- SUrat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 
- Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas. 

l l). Untuk Pegawai 8aru (Cslon Pegawai Negeri Sipil) 
- Salinan Surat Keputusan Peng11ngkatan Sebagai Cslon 

Pegawai; 
- Salinan Nota persetujuan BKN; 
- SUrat Pemyataan Melaksanakan Togas; 
- Oaftar Keluarga; 
- Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir; 
- Foto copy Aktc kelahiran yang telah dilegalisir. 

Dokamen SSP LS KelturaDgall GeJl 
11, Pengantar SSP Gajl; 
2). SSP Gaji; 
3). Rincian SSP Gaji; 
41 , Draft Surat Pemyataan Pengajuan 

dita.ndatangani oleh PA/KPA (sebagai 
menandatangani SPM); 

5). Draft Surat Pemyataan Tanggung 
dita.ndatangani oleh PA/KPA (sebagai 
menandata.ngani SPM); 

6J. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; 
71, Oaftar Gaji perorangan; 

SPP-LS 
pejabat 

Jawab 
pejabat 

unt:uk 
yang 

untuk 
yang 

SJ. Rekapitulasi Gaji per lembar; 
9). Rekapitulasi Gaji per golongan; 
10}. Salinan/fotocopy yang tel!ah dilegalisir mengenai SUrat 

Keputusan dan dokumen lain yang menyebabka.n perubah:an 
penerimaan gaji PNS yang bersangkutao. 
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3 . Surat Perintah Membayu (8PM) 

a. SPII-UP 
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleb PA/KPA untuk 
penerbitan SP2D beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergnnakao 
sebagai uang persediaan dan untuk mcndaoai kegiatan. 
SPM-UP dikirim ke Sadan Pengelolaao Keuangan Dan Kekayaan 
Oaerah (BPKKD) ten:liri dari : 
I) SPM-UP; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan SPP•UP; 
3) Foto copy Surat Bupati tentaog Uang Persediaan; 
4) Surat Pemyataan Penelitian Penelitian Kele11gkapan Dolrumen 

Penerbitan SPM-UP; 
5) Lembar Kontrol. 

b. SPII-GV 
SPM-GU adalah dokumcn yang diterbitkan oleb PA/KPA untuk 
penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah 
dibelanjakao. 
SPM-GU dikirim ke Sadan Pengelolaan Keuangan clan Kekayaan 
Daerah (BPKKD) terdiri dari : 
I) SPM-GU; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan SPP-GU; 
3) Surat Pernyataan Tanggtmg Jawab; 
4) Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan · Dolrumen Penerbitan 

$PM-GU; 
5) Surn.t Pertanggungjawaban (SPJ) bescrta bu.kti ttansaksi yang sah 

dan lengkap; 
6) Rekapitulasi ttansaksi/SPJ; 
7) Lembar Kontrol. 

c. SPII-TU 
SPM-nJ adalah dokuroen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk 
penerbitan SP20 atas beban pengeh.aaran DPA-SKPO, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlab batas pagu uang persediaan 
yang cLitetapkan sesuai dengan ketentuan. 
SPM-T'U dikirim ke Baden Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan 
Daerah (BPKKD) tcrdiri dari : 

1) SPM-TU; 
2) Surn.t Pemyataan Pengajuan SPP-TU; 
3) Surn.t Pemyataan Tanggung Jawab (Untuk pengajuan SPM-TU 

Nihil); 
4) SUrat Pemyataan Penelitian Kelengkapao Dokumen Penerbitan 

SPM-TU; 
5) Surat Ketcrdllgan Pengajuan TU; 
6) Surn.t Persetujuan Pengajuan TU yang sudah dirandatangani PPKD; 
7) Sur.1t Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti transaksi yang sab 

dan lengkap {Unluk pengajuan SPM•TU Nihil); 
8) Rekapitulasi transaksi/SPJ (Untuk pengajuan SPM-TU Nihil); 
9) Lembar Kontrol. 
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cl. SPII-LS 

SPM-1.S adalah dokumen yang ditcrbitkan olch PA/KPA untuk 
pencrbitan SP2O atas bcban pengeluaran OPA-SKPD. SPM-LS bcserta 
lampirannya dilcirim kc Dinas Pcndapatan Pcngclolaan Kcuangan dan 
Aset (OPPKA) untuk diterbitkan SP20-LS. 

cl. 1. Dolmmen SPM-I.8 Penpdaall Baraag dall J- tenlld dad.: 
I) SPM-LS; 
21 Surat Pcmyataan Pcngajuan SPM-LS; 
3) Surat Pemyataan Tanggungja..,'llb PA/ KPA; 
'I ) Surat Pcmyutaan Pcnelitian Kclcngkapan Ookumcn 

Pcncrbitnn SPM-LS; 
SJ Kwitansi asli bennaterai yang ditandatangani olch penyedia 

barang/jasa dan pejabat yang bcrwcnang; 
6) Surat Pcrintah Kerja/Surat P,zjanjian; 
7) Bcrita Acorn penyclcsaian pekcrjaan; 
8) Bcrita acora pemeriksaan yang ditandatangani olch pihak 

ketiga/rc.kanan scrta unsur panjtia pcmcriksaan barang 
bcrikut lampiran daftar barang yang dipe.riksa Bcrit:a Acarn 
serah terima barang dan jasa; 

9) Serita Acara pcmbayaran; 
I OJ Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang 

dike luarkan olch bank atau lembaga kcuangan non bank bagi 
yang dipcrsya ra tkan dalam. kontrak (dapal berupa salinan/ 
folocopy yang telah dilegalisir PA/KPA dan PPTK); 

ll) Surat pcmbcritabuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan meng;,Jami 
ketcrlam batan; 

12) Foto/buku/ dokumentasi tingknt kemajuan/penyclesruan 
pekcrjaan; 

13) Polongan jamsostek (potongan scsuai dengan kctentuan yang 
bcrlaku/surnt pembcritahuan jamsostck); 

14) Khusus untuk pckerjaan konsultan yang pcrhitungan 
harganya menggunakan biaya personal (billing rate) , bcrita 
acara prcstasi kemajuan pckerjaan dilampiri dengan bukti 
kchadiran dari tenaga konsultan scsuai pentahapan wa!ktu 
pckerjaan dan bukti penyewaan / pcmbelian alat penunjang 
serta bukti pengeluaran lainnya bcrdasarkan rincian daJrun 
surat pena waran; 

I S) Surat angkutan at.au konoscmen apabila pengadaan barang 
dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

16) Salinan surat rekomendasi dari SKPO Lcknis tcrkait; 
17) Oolcumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumbcr dari 
penerusan pinjaman/htllah luar negeri; 

18) Pcrincian perhitungan pajak; 
ii 91 SSP disertai rnktur pajak (PPN dan PPb) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan/atau wajib pungut; 
20) Lcmbar Kontrol. 
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cl.2. Dolmmen SPM-LS untak Bantaan Soalal/Banbuul lr•-npn 
/Bibah/Bmiga/Subsl.di/Belanja Tak Tentap pada Plhak 
Kietlp 
1) $PM-LS PPKD; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS; 
3) Pernyataan telah diverifikasi dari lostansi Teknis; 
4) Surat Pemyataan Kelengkapan Dokumen; 
5) Kwitansi Asli Bermaterai; 
6)1 Foto copy nomor rekening Bank; 
7) Ookumen lain yang d.ipersyaratkan oleh ketentuan yang 

berlaku. 

cl.3. Dolmmen SPK-LS 1Ultak BaCi Basil lupada Pemeriatab. 
Pem.erintah Provhw/Kabupatea/Kata daD Pemerintah Desa 
1) $PM-LS PPKD; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS; 
3) Surat Pemyataan Tanggung Jawab dari lnstansi Teknis 

Terkait; 
4) Surat Pemyat.aan Penelitian Kelengkapan Dokumen 

Penerbitan $PM-LS; 
5) Kwitansi Asli Bermaterai ; 
6) Penetapan Perhitungan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
7) Foto copy nomor rekening Bank; 
8) Dokumen lain yang dipersyaratkan oleb ketentuan yang 

berlaku. 

cl.4. Dolmmen SPK-LS untak As1lraDsi 

I) SPM-LS; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan $PP-LS; 
3) Surat Pemyataan Tanggung Jawnb ditandatangani oleh 

PA/KPA; 
4) Kwitansi asli bermaterai 
5) Salinan/fotocopy polis yang telah ctisabkan; 
6) Rckapitulasi per polis (bila polis lebib dari satu); 
7) Fotocopy referensi dari Bank. 

cl.5. Do.lcamen SPP-LS Lembur 

I) SPM-LS; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan $ PP-LS ditandatangani olelb 

PA/KPA (scbagai pejabat yang mcnandatangani SPM); 
3) Sumt Pemyataan Tanggung Jawab ditandatangani ole!h 

PA/KPA (scbagai pejabat yang menandatangani SPM); 
4) Surat Pcrint:a.h Kerja Lembw; 
5) Oaftar Hadir Lembur; 
6) Rekapitulasi lembur, apabila permintaan lembur lebib dari 

satu bulan atau lebib dari satu kode rekening; 
7) Tanda terima uang lembur per orang; 
8) Perincian perhitungan pajak; 
9) SSP (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak 

dan/ atau wajib pungut. 



• 15 • 

cl.6. Dokamen SPP-LS PebrjaaA Sr bJol• r-tanei Pemerhltah 
Lain ll'on Swadane 

I) SPM-LS; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS untuk ditandatangani 

oleh PA/ KPA (sebagai pejabat yang menandatangani SPM}; 
3) Surat Pcmyataan Tanggung Jawab untuk ditandatangani 

oteh PA/KPA (sebagai pejabatyang menandatangani SPM); 
4) Surat Pcmberitabuan Pemberian Kuasa kepada instansi 

pemcrintah calon petaksana.an swakelola; 
5) Surat Kesanggupan dari Penerima Kuasa; 
6} Keputusan penunjukan instansi pemerintah Jain 

Nonswadana sebagai pt,leksaoa Swakelola ditandatangani 
oleh PA, sedangkan untuk Sekretariat Oaerah ditandatangani 
oleh Kuasa Pengguna Angga.ran (KPA}; 

7) Surat Kuasa Pela.ksanaan Ke~tan ditandatangani oleh 
PA/'IJ'A selaku pemberi kuasa dengan Pcla.ksana Swakelola 
selaku penerima kuasa; 

8] Ringkasan Kootrak Swakelola at.au dokumen lain yang 
dipersamakan; 

9) Kerangka Acuan Kerja (KAIQ; 
IO) Fotocopy Rererensi dari Bank 
I l) Fotocopy NPWP 
12) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Laporan Awa!, 

Antara, Akh.ir kalau diminta dalaJn KAK dalam bentuk 
laporan awal, antara, akhirl dan penggunaan keuangan 
(setiap bulan); 

13) Derita Acara Penyerahan Lapornn Pelaksanaan Pekerjaan 
dan Penggunaan Keuangan sebagai tampiran untuk to.hap 
pembayaran; 

14) Serita Acara Pembayaran; 
15) Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan; 
16) Perincian Pcrhitungan Pajak; 
l 7) SSP (PPN dan PPh) yang telab ditandatangani wajib pajak 

dan/ atau wajfb pungut; 

Untuk nomor 16- 17 bila tanpa melampirkan Surat Keterangan 
Bebas Pajak dari kantor pajak. 

cl.7. Dokamen SPK-LS TwtjeDpn Boa.orarlum 

I) SPM-LS; 
2) Surat Pemyataan Pengajuan SPP-LS ditandatangani oleh 

PA/K.PA (sebagai pejabat yang menandatangani SPM); 
3) Surat Pemyataan Tanggung Jawab <-ditandatangani oleh 

PA/KPA (sebagai pejabat yang menandatangani SPM); 
4) Salinan/ fotocopy Surat Keputusan; 

Pengangkatan/Penunjukan yang tclab dilegalisir, 
S) Kuitansi/tanda terima honor per orang yang ditandatangani 

pejabat yang berwenang; 
6) Rekapitulasi honor, apabila permintaan honor lebih dari l 

(satu) Jembar yang ditandatangani pejabat yang ben\,-enang; 
7) Perincian perhitungan pajak; 
8) SSP (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak 

dan/atau wajib pungut. 
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4. Surat Pulatah Pencainm Dana (SP2D) 

S1'20 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Oaerah berdasarkan SPM. 
Sebelum penerbitan SP2D terdapat proses penelitian atas dokumen SPM 
yang meliputi : 
1) Pagu anggaran; 
2) Kelenglcapan dokumen; 
3) Keabsahan dokumen. 

Berdasarkan S1'20 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Kekayaan Oaerah tersebut, PT. Bank Jatim Cabang Bojonegoro selaku 
pemegang kas umum Daerah Kabupaten Bojonegoro akan mendeibet 
Rekening Kas Umum Oaerah untuk rekening sebagaimana tercantum 
padaSP2D. 

5 . Telmis .. •bnlsme PertanuaJICia-..bau. Dana 
a. PertangmlCjawaban uw Penedfaen/Gaati uuac Penetffeen 

(UP/GU) 
1) DaJaro rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan di SKPD, maka 

dana yang berupa UP/GU dapat didist:ribusikan kepada Bendahara 
Pcngeluaran Pembantu selanjutnya Bendahara Pengeluaran 
Pembantu memper-tanggungjaw:abkan dana dimaksud sesuai 
ketentuan yang ada bersama PPTK; 

2) Apabila dana tidal< didistribusi.ka.n ke Bend.aha.ra Pengeluaran 
Pembantu, maka pertanggungjawaban dana dilakukan Bendahara 
Pengeluaran ,;,;suai ketentuan yang ada bersama PPTK; 

3) Set elah kegiatan SKPO selesai dilaksanakan dan guna menjamin 
ketersediaan dana yang culrup, maka SKPO harus segera memper­
tanggungjawabkan dana yang teLeh digunakan tersebut dan dapal 
dimintakan pengisian kembali ke Bend.aha.ra Umum Oaerdh sesuai 
aturan yang bcrlaku melalui mekanisme pengajuan SPM-GU; 

4) Pada akhir tahun anggaran, Uang Pcrsediaan/Ganti Vang 
Persed.iaan (UP/GU) yang ada di SKPO harus 
dipertanggungjawabkan seluruhnya deogan pengajuan SPM-GU 
Nib.ii dengan kelengkapan dokumen yang ditentukan beserta 
salinan bukti set or dana yang tidak terpa.kai 
(dipertanggungjawabkan) maupun salinan rekening koran giro 
Bendahara Pengeluaran yang te!lah bersaldo nihil paling lamibat 
taoggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya (apabila tanggal 
31 Desember bertepatan dengan bari libur kerja) pukul 14.00 WIB; 

5) Selanjutnya Badan Pengelolaan !Keuangan dan Kekayaan Daerah 
(BPKKD) akan menerbitkan SP2D - GU Nihil. 

b. PeJtaDUllDCja-.aball Tam~ Uang Pe:.,.diean ITU) 

1) Dana berupa Tambahan Uang Persediaan (TU) dapat dikelola 
Bendahara Pengeluaran sendiri at.au didistribusikan kepada 
Bendahara Pengeluaran Pembantu selanjutnya Bendahara 
Pengcluaran a tau Bendahara Pcngeluaran Pembantu 
mempertanggungjawabkan dana dimaksud sesuai ketentuan yang 
ada bersama PPTK untuk disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran; 
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2) Becdasarkan pertanggungjawaban S('l)egaimaoa dimak:sud pada 
angka 1) tersebut dan bukti s.etor sisa daoa TU yang tidal< 
cligunakan kc Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara 
Pengeluaran menerbitkan SPP-TU Nibil dan diajukan ke Pengguna 
Anggaran melalui PPK-SKPO; 

3) PPK-SKPD meneliti dokumen SPP-TU Nihil, setelah dinyatakan sah 
dan lcngkap diterbitkan SPM-TU Nihil yang ditandatangani oleh 
Pengguna Anggaran paling lambat 2 (dua) bari sejak diterimanya 
dokumen SPP-TU Nihil; 

4) Ookurocn SPM-TU Nihil diajukan kepada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Kekayaan Oaerab (BPKKD) untuk diteliti 
kclengkapan dan keabsahannya; 

5) Oalam hal dokumen SPM-11.J !Nihil dinyatakan tidak lengkap 
dan/atau tidak sab, Sadan Pengelolaan Kcuangan dan Kckayaan 
Oaerah (BPKKD) menerbitkan surat penolakan penerbitan SP.2O 
untuk selanjulnya disera.b.kan kcpada pengguna anggaran agar 
dilalrukan penyempumaan SPM; 

6) Bila dokumen SPM-TU Nihil dinyatakan lengkap dan/atau sah, 
maka paling lambat 2 (dua) hari diterbitkan Surat Pcrintah 
Pencairan Dana (SP2O) TU Nihil; 

7) Pertanggungjawaban dana TU dilakukan selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sctclah tanggal penerbitan SP2O-TU k(,"Cl.lali untuk 
kegiatan yang pelaksanaannya melebihi l (satu) bulan atau 
kegiatan yang mengalami penlUildaan dari jadwal yang telah 
ditetapkan sebagai akibat peristiw:a di.luar kendali PA/KKPA ; 

8) Pertanggungjawaban dana TU dilakukan terpisah dengan dana 
UP /GU yang diterima Bendahara Pengeluaran. 

c . Pertan(&'a.Dgj,waball Pemh&yann ~ 

1) Pertanggungjawaban pembayaran gaji induk dilakukan segero 
setelah dilakukan pembayaran dan mcngirimkan lembar ke-2 mya 
ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Kckayaan Oaerah (BPKKD) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bersaroaan 
dengan pengajuan gajj induk bulaD berikutnya; 

2) Sedangkan pertanggungjawaban gaji dan a .tau tunjangan susulan 
dapat dllakukan pada akhlr buJan berkcnaan; 

3) Ookumen pertanggungjawaban gaji induk- maupun susulan 
disiapkan oleh Pengurus Gaji. 

d. Dommen Penclukung Smat Pertaagg,mc;la...,... (SPJJ 

l ) PerjalaDallDiDu 

a) PerjaJaDall Dbaaa Dalam Daenab. 
l . SUrat Perintah Tugas; 
2. SPPD; 
3. Kuitansi/ bukti penerimaan biaya perjalaoan dinas. 

b) Perjalamul DiDu Laar Daerah. DalaJa Propinai 
1. Surat Perintah Tugas ; 
2. SPPD; 
3 . Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan rlinas; 
4 . Berkas lain yang diperlukan, antara lain : 

a. Tanda terima dokumen (bila melaksanakan kurir); 
b. Copy Undangan dari lnstansi pengundang ( bila mengikuti 

Rakor, Raker, Seminar, :a.tau Lokakarya/Undangan Dinas 
lainnya); 
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c. Laporan Hasil Konsultasi/Koordinasi (bila melalcsanak:ao 
Konsultasi/Koordinasi); 

cl Laporan Hasil Studi Banding (bila melaksanakan Studi 
Banding); 

e. Fotocopy sertifikat Dikla.t (bila melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan). 

e) PerjaJaDan DiDaa L11ar Daerah L-. Plopbaai 
I . Sur-al Perintah Tugas; 
2. SPPD; 
3. Tiket/ karcis/bukti transport (dalaJn ha! menggunalcan 

kendaraan umum); 
4. Kuitansi/bukti penerimaan biaya pcrjalanan dinas; 
5. Berkas lain yang diperlukan, antara lain : 

a. Tanda teriroa dokwnen (bila IDelaksanakan kurir); 
b . Copy Undangan dari !nstansi pengundang ( bila Ulengikuti 

Rakor, Raker, Seminar, atau Lok:akarya/Undangan Dinas 
lainnya); 

c. Laporan Hasil Konsult.asi/Koordinasi (bila melaksanakan 
KonsulLasi/ Koordinasil; 

d. Laporan Hasil Studi Banding (bila melaksanakan Studi 
Bandingl; 

e. Fotocopy sertifikat Diklat (bila melaksaoakan pendidilcan 
dan pelatihan). 

d) PerjaJaDan DiDaa lion Pll8 di l11ar 8KPD 
I . Perjatanan Dinas Dalam Kabupaten 

a. Surat undangan dari SKPD tetkait; 
b. Kwitansi/bukti penerimaan perjalanan dinas. 

2 . Perjalanan Dinas Luar Kabupaten 
a. Surat undangan (apabila ada); 
b . Surat tugas melakulcan pcrjalanan dinas dari SKPD 

terkait; 
c. SPPO; 
d . Bukti transport; 
e . Kwitansi/bukti penerimaan perjalanan dinas. 

e) Ketentnan lain mengenai Petja)enen 1>inea 
1. Dalam kondisi tertentu dirnaoa tiket pcrjalanan tidak bjsa 

dilampirkan dala.rn dokwnen pertanggungjawaban 
pelaksanaan perjalarum dinas luar daerah luar provinsi, 
maka biaya perjalanan dinas tidak bisa dibayarkan; 

2 . Untuk perjalanan dinas IJuar daerah luar provinsi yang 
menggunakan kendaraan pribadi, Ulaka uang transport 
diberikan sebesar pembelian BBM kendaraan tersebut; 

3 . Oalam hal salah satu tiket bilang maka akan dibayarkan 
biaya senilai tiket yang ada; 

4 . Bupati dan Wakil Bupati selaku Pejabat Negara dikecualikan 
dalam ketentuan mela.rnp:irkan laporan hasil koordinasi, 
konsultasi dan studi banding, karena sudah Jangsung 
diimplementasikan berupa kebijakan; 

5. Dokumen pendukung perjalanan dinas ke luar negeri 
dilakukan sesuai ketcntuan yang berlaku. 
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21 'Penpda•n JJanmg/J ... 

•I Pengaclaan banmg/Jua bena11ai 1r:ma11g clari 
Rp.10.000.000,00 (aepalah Juta ruplalal 

I. Bukti/Nota Pembelian; 
2. Kwitansi asli bermaterai yang ditandar:angani oleh penyedia 

barang/jasa dan pejabat yang t>en---enang; 
3. Berita Acara ?enerimaan dan Pemeriksaan Barang/Jasa 

(Kbusus untuk Belanja Modal atau Belanja Banutg yang 
aka.n dihibahkan); 

4. Su.rat Setoran Pnjak ($SP) yang telah lunas dibayar disertai 
faktur pajak. 

bl .Penpdeen barang/pebrjaaa bDstnibi/ jua lalml:,a denp.n 
Dilai -pai clengan Rp. 100.000.000,00 (sentna jata rupiah) 
dam a.atak jua koualtanai denpn mJai aam,-1 denpn 
Rp. 50.000.000,00 (lima palab jata rupiah) 
1. Kwitansi asli bennaterai yang ditandatangani oleh penyedia 

barang/jasa dan pcjabat yang berwenang; 
'2. Surat Perintah Kerja; 
.J. Berita Acara penyelesaian pekerjaan; 
4 . Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleb pihak 

ketiga/rekaoan serta unsur paoitia pemeriksaan barang 
berikut lampiran daftar bar.mg yang diperiksa Serita Acara 
serah terima barang dan jas:a; 

5. Berita Acara pembayaran; 
6. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh barn!; atau lembaga keuangan non bank bagi 
yang dipcrsyaratkan daJam kontrak (dapat berupa salinan/ 
fotocopy yang telah dilega!isir PA/KPA dan !'P'l'K); 

7. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 
pekerjaan dari PPTK apabila pci(erjaan menga!aroi 
keterlambatan; 

.S. Foto/buku/dokumentasi tingkat Jremajuan/pcnyelesaian 
pekerjaan; 

9. Potongan jamsostek (potoogan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku/surat pemberitabuao jamsostek); 

10.Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan 
barganya menggunakan biaya personal (billing rate), berita 
acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri deogan bU!kti 
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentabapan waktu 
pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat pcnunjang 
serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 
surat penawaran; 

11.SUrat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 
dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

12 Salioao surat rekomendasi dari SKI'D teknis terkait; 
13. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kootrak 

yang daoanya scbagian a.tau seJuruhnya bersumber da.ri 
penerusan pinjaman/hibah luar negeri; 

14.Perincian perhitungan pajak; 
15. Surat Setoran Pnjak (SSP) yang telah lunas dibayar disertai 

faktur pajal<. 
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3) Penpch•n tanah 
a . Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 
b. Penetapan Lokasi; 
c. Dokumen Pengumuman Hasil Inventarisasi clan ldentifikasi; 
d. Dokumen Nilai Ganti Kerugian; 
e. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh peneriJ:na 

yang berhak dan pejabat yang berwenang; 
f. Surat Setoran Pajak (SSPI yang telah Iunas dibayar. 

e. Ketentnan Laln-J■in Dal■m Pertanaunciawallan Pengelaar.■D 
Daerah 

1) Beodahara Pengeluaran/Bendabara Pengeluaran Pembantu hanya 
mengelola dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan d.an 
Belanja Daerah Kabupaten 8ojonegoro; 

2) Kuitansi dan bukti pendulrung SPJ dibuat rangl<ap 4 (empat); 
3) Kuitansi/tanda bukti pcmerimaan ditandatangani oleh pihak yang 

menerima uang, pejabat yang bertugas membayar (Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu), pejabat 
pelaksana teknis kegiatan dan pejabat yang berwenang 
mcmerintahkan pembayaran (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran); 

4) Surat pertanggungjawaban uang persediaan/ganti uang 
/tambahan uang (SPJ-UP/GU/TU) untuk pcngadaan barang/jasa 
per kwtansi/tanda tcrima nilainya paling besar Rp. 25.000.000,.00 
(dua puluh liroajuta rupiah 

5) Pengecualian SPJ UP/GU/TU dapat melebihi Rp. 25.000.000,00 
(du.a puluh lima juta rupiah) sedanglcan proses administrasinya 
tetap sesuai dengan ketentuan : 
a. Untuk SPJ-GU, pengadaan barang clan jasa yang bersifat 

mendesak (utamanya pengadaan bahan makanan, obat-obatan, 
alat kesehatan yang habis dipakai, bahan laboratorium, film x­
ray, Reagen dan Gas medis) untuk Rumah Sakit clan Dinas 
Kesehatan, dituangkan dalam Surat l'l:rintah Kerja (SPK), paling 
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puJuhjuta rupiah); 

b. Sewa stand pameran; 
c. Pengadaan tanah; 
d. Perjalanan dinas. 

6) Guna mengh.indari pengcndapan clana dan memperccpat 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di masing-masmg 
SKPO, maka mekanismc pembayaran harus diupayakan melaJui 
mekanisme Gan ti Uang Persediaan. 

7) Ookumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu 
meliputi: 
a. Buku Kas Umum; 
b. 8ukti atas penyetoran PPN/PPh kc kas negnra; 
c. Bukti pengeluaran yang sah dan disusun berdasarkan nomor 

urutBKU. 
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8) Secara administratif, Bcndahara Pengcluaran wajib mempertang­
gungjawabkan penggunaan dana kepada Kepala SKPD melalui 
PPK-SKPO paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
dengan dolrumen meliputi : 
a. Buku Kas Umum; 
b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyck yang disertai bukti­

bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap 
rincian obyek yang tercantum dalaro ringkasan pengcluaran per 
rincian obyek; 

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; 
d. Register pcnutupan kas. 

9) Secara fungsional, Bcndahara Pengeluarao wajib mempertang• 
gungjawabkan penggunaan dana .kepada PPKD selaku Bendahara 
Umum Daera.h paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
de"E<lD dokumen meliputi : 
a . Pengantar SPJ Fungsional; 
b. Rekapitulasi SPJ; 
c . Surat Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh 

PA/KPA; 
d. Laporan pemungutan dan penyetoran pajak bendaha:ra 

pengeluaran. 
I0)Khusus pada bulan Desember, pertanggungjawaban dilakukan 

pada tanggal 31 Desemb<>.r tahun berkenaan. 

BUPATI BOJOIIEGORO, 

ttd. 

B . SUYOTO 
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